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ABSTRAK 

 

 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil  

terhadap Perkawinan Poligami PNS 

 

 

Oleh 

 

Ana Noviyana 

 

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS secara khusus diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut menyebutkan syarat 

dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PNS sebelum dapat mengajukan 

permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian akan 

memeriksa permohonan izin poligami tersebut sebelum akhirnya memberi 

putusan. Namun adakalanya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin 

poligami yang diajukan oleh PNS seperti yang terjadi pada putusan Nomor 

4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah syarat permohonan izin 

poligami yang dilakukan oleh PNS, serta pertimbangan hukum Hakim dalam 

memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tipe penelitian 

deskriptif, yakni tipe penelitian yang bersifat memaparkan dengan mengolahnya 

dalam bentuk kata-kata. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan kasus (studi 

case) yakni pendekatan masalah yang menggunakan putusan sebagai dasar dalam 

menjawab rumusan masalah, dalam tulisan ini penulis menggunkaan putusan 

Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 
Data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistemasi data yang 

kemudian dianalisis secara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat permohonan izin poligami 

yang dilakukan oleh PNS dilaksanakan dengan memenuhi syarat substantif yang 

termuat dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 

1983, dan syarat administrarif yang termuat dalam Surat Edaran 

Nomor:48/SE/1990 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
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Nomor 08/SE/1983. Sementara pertimbangan hukum Hakim dalam memutus 

putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan PNS 

tidak dapat disertai bukti yang didukung oleh ahli, sedangkan dalam putusan 

Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks PNS yang mengajukan permohonan izin 

poligami tidak dapat menghadirkan Surat Izin Menikah Lagi dari Pejabat. 

Kata kunci : Poligami, PNS, Perkawinan. 

 

  


